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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 03 TAHUN 2012 
TENTANG 

STANDAR LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN 
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN  ZAT ADIKTIF LAINNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang   :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota perlu disusun Norma, Standar, 
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Sosial; 

b. bahwa pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan 
narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 54 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika; 

c. agar penyelenggaraan rehabilitasi sosial dapat 
memenuhi kebutuhan dasar korban penyalahgunaan 
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya perlu 
adanya ketentuan yang mengatur tentang standar bagi 
Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan 
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; 

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan 
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Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga 
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, 
Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3671); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 28  Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 
tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4430); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5062); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4021) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 
Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 
Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4027); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang 
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5211); 

19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara  

20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2004 tentang 
Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 
193/MENKES KESOS/III/2000 tentang Standardisasi 
Panti Sosial; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang 
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban 
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 
Lainnya; 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.103 5 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

26. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang 
Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan 
Daerah Kabupaten/Kota; 

27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial 
Republik Indonesia; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR 

LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN 
PENYALAHGUNAAN  NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN 
ZAT ADIKTIF LAINNYA. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan 
sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan. 

2. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan 
untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi 
sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 

3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 
sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika.  

4. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis 
bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif 
pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada 
aktivitas mental dan perilaku. 

5. Zat Adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila 
dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi 
serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan 
dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika 
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